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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABU PATEN KEPU LAUAN SELAYAR

KEPUTUSAIT KOMISI PEMILIIIAN T'UIIM
I(ABUPATEN I{EPI'LAUAN SEI,AYAR

NoMoR : 65 / HK. 0 3. t -Kpt I T3o 1 / KpU -Kab / vr / 2o2o

TENTAIYG
PENEIAPAN JI,MLAH TEMPAT PEMUNGUTAIT SUARA TTPS} DAI,AM

PEMILIHAII BUPATI DAN WATIIL BUPATI I(IPT'I,AUAIT SELAYAR TAIITIIT 2O2O

KEIUA KOMISI PEMILIIIAN I'MUM I(ABUPATEN KEPTILAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O1S tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2AM Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi UndangUndang, sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Undalg-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Staldar, Prosedur,

Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa jumlah, lokasi,

bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS)

ditetapkan oleh KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP

KabupatenlKota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkal Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara

(TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakii

Bupati Kepulauan Seiayar Tahun 2O2O;

Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tahun 2015

tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentar.g Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan... .
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tatrun 2017

tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1676);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 202O Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2olg tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota Tah un 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2O2O terrtang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2O19 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

dan Wakil

Gubernur....

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 615);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 258lPL.O2-Kptl01/KPUIVI/2O2O tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar nomor 43lPL.O2-Kptl73O1/KPU-

Kab lW l2O2O tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 7 9 I PL.O2-Kpt I 7 30 I I KPU -Kab I X I 20 1 9 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor : I 4 I HK.O3. I -Kptl 730 1 / KPU-

Kab lll l2O2O tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar serta

Pembentukan dan Tata Kerja Paritia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dal Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun

2020:.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 95/PL.03-

BAlT3OllKPU-Kab/Yll2O2O tanggal 8 Juni 2O2O Tentang

Penetapan Jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2O20.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPUT,AUAN SELAYAR TAHUN

2020.

KESATU....

Memerhatikan

Menetapkan
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Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebanyak 348 (Tiga Ratus

Empat Puluh Delapan) TPS, tersebar di I I Kecamatan dari 88

Desa/Kelurahan, dengan rincian sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan

dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk

diketahui dan dijadikan acuan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 8 Juni 2020

KRTUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

NANDAR JAMALUDDIN

KEDUA

KETIGA

ttd

Salinal sesuai dengan aslinya
SE KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPULAUAN SELAYAR
Hukum

A ALANG
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 65 / HK. 03 . t -Kpt I 7 30 1 / KPU. Kab / vt / 2o2o
TENTANG
PENATAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(TPS} DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2O2O

PENETAPAN JIIMLITH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS' DAL/IM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAIflL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAIIUN 2O2O

KETTOTAL TPSJUMLATI
DESA/KEL.NO. KECAMATAN

54321

533BENTENG1

378BONTOHARU2

40t2BONTOMATENE3

4410BONTOMANAI4

4lt2BONTOSIKUYU5

207PASIMASUNGGU6

258PASIMARANNU7

299TAKA BONERATE8

186PASILAMBENA9

186PASIMASUNGGU
TIMUR10

237BUKI11

34888TOTAL

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 8 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

o
3

dengan aslinYa
KOMISI PEMILIHAN UMUM NANDAR JAMALUDDIN

UAN SELAYAR
Hukum

ALANG
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